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Abstract: In Indonesia, technological advancements are undergoing rapid changes, and this 

can be beneficial for the daily needs of people. However, apart from the positive aspects of 

technology itself, there are also cyber threats present in society, for example, phising. Phising 

is a cybercrime that initially carried out by deceiving victims through the transmission of fake 

links. However, as it has evolved, phising is now conducted by sending files in apk format 

through Whatsapp. This research aims to understand the urgency of legal regulations 

regarding phising cases in Indonesia. The author employs the juridicial normative legal 

research method with a legislative approach, namely Law Number 19 of 2016 concerning 

Amendments to Law Number 11 of 2008 about Electronic Information and Transactions and 

Law Number 11 of 2008 about Electronic Information and Transactions to address the issues. 

The findings reveal that the current technological regulations in Indonesia do not clearly 

address phising. The ITE Law doesn’t explicitly include articles that explain about phising. It’s 

hoped that the result of this research will enlighten the public to be more cautious and 

prompt the government to establish regulations specifically addressing phising. The purpose 

of this research is to provide enlightenment to the public to be more cautious, and to urge 

the government to promptly formulate regulations related to phising as a form of legal 

protection for phising victims. From this research, it can also be concluded that Indonesia 

need to enhance regulations related to phising within the ITE Law or to formulate separate 

legislation as a derivative of the ITE Law specifically addressing phising.  
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Abstrak: Di Indonesia, perkembangan teknologi dapat dikatakan memiliki perubahan yang 

sangat pesat dan hal tersebut dapat bermanfaat bagi kebutuhan kehidupan sehari-hari 

manusia. Namun, selain datangnya hal-hal positif dari teknologi itu sendiri, terdapat 

ancaman-ancaman kejahatan siber yang juga hadir di kehidupan masyarakat, contohnya 

adalah phising. Phising merupakan kejahatan siber yang pada awalnya dilakukan dengan 

menipu korban dengan mengirimkan link palsu, tetapi pada perkembangannya, phising 
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dilakukan melalui pengiriman file apk melalui platform Whatsapp. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui urgensi adanya pengaturan hukum terhadap kasus phising di Indonesia. 

Penulis dalam mengerjakan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis 

normative dengan pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Diketahui 

hasil dari penelitian ini ialah dengan berlakunya peraturan perundang-undangan terkait 

teknologi di Indonesia saat ini masih belum mengatur secara jelas terkait phising terutama 

yang dilakukan melalui pengiriman file apk, di dalam UU ITE tidak mencantumkan pasal-

pasal yang menjelaskan terkait phising secara jelas dan tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk memberikan pencerahan pengetahuan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati 

dan pemerintah untuk segera mengusung pengaturan terkait phising sebagai bentuk 

perlindungan hukum terhadap korban phising. Dari penelitian ini juga dapat disimpulkan jika 

Indonesia memiliki urgensi untuk menambah pengaturan terkait phising di dalam UU ITE, 

atau menyusun peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari UU ITE yang 

membahas secara khusus terkait phising.  

Kata Kunci : perlindungan hukum; phising; file apk 

 

PENDAHULUAN  

Kemajuan ilmu dalam bidang teknologi telah membawa negara Indonesia pada era 

digital, dimana pada era tersebut, kemajuan teknologi seperti dalam penggunaan interne lt 

menjadi sesuatu yang krusial dalam membantu manusia mengerjakan pe lkerjaannya.1 Salah 

satu contohnya adalah kegiatan transaksi yang kini be lrpindah dengan me lnggunakan 

telknologi se lpe lrti me llalui gadge lt. Ke ltua Umum Asosiasi Pe lnye lle lnggara Jasa Inte lrne lt 

Indonesia (disingkat APJII), melngungkapkan data te lrkait pe lmakai inte lrnet dari tahun ke l 

tahun yang se llalu me lngalami pe lrtubuhan. Seperti pada tahun 2022, diketahui mellalui data 

tersebut jika kurang lebih 77% (tujuh puluh tujuh persen) penduduk di Indonesia melnjadi 

pengguna internet atau mencapai selkitar 210 juta penduduk.2 Hal tersebut melrupakan 

pe lnambahan se lbanyak 35 juta pe lngguna inte lrne lt yang telrhitung se lbe llumnya pada tahun 

2020 hanya se lbe lsar 175 juta saja.3 Namun, dengan be lrtambahnya jumlah pe lnduduk di 

Indonesia yang me lnggunakan internet, be lrtambah juga ancaman te lrhadap para pe lngguna 

inte lrne lt tersebut. Pelnggunaan te lknologi se lpe lrti inte lrne lt harus digunakan ole lh orang-orang 

yang dapat me lnggunakannya dengan baik, kare lna jika te lknologi dimanfaatkan ole lh oknum 

yang ingin me llakukan ke ljahatan, maka fungsi utama adanya ke lmajuan te lknologi akan 

                                                     
1
 Iskandar Wibawa et al., “Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme),” Masalah 

- Masalah Hukum 45, no. 4 (2016): 285–91, https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.285-291. 
2
 Intan Rakhmayanti Dewi, “Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?,” CNBC Indonesia, June 9, 

2022, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-

internet-indonesia-2022. 
3
 Dewi. 
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telrgantikan dengan se lsuatu yang dapat me lrugikan orang.4 Banyak oknum ke ljahatan yang 

me lmanfaatkan ke lmajuan te lknologi untuk me lnguntungkan dirinya se lndiri, te ltapi me lrugikan 

orang lain. Ke ljahatan-ke ljahatan tersebut dike lnal dengan ke ljahatan sibe lr atau cybe lrcrime l. 

Cybercrime merupakan suatu tindak kejahatan yang menjadikan internet sebagai 

ruang atau tempat dalam melakukan kejahatan tersebut.5 Kejahatan-kejahatan terselbut 

mencakup kejahatan yang dilakukan melalui internet, keljahatan digital, dan kejahatan yang 

melibatkan jaringan telekomunikasi.6 Ke ljahatan yang te lrmasuk ke l dalam cybe lrcrime l masuk 

ke l dalam ranah hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (se llanjutnya 

dise lbut KUHP) be lrisikan ke lte lntuan-ke lte lntuan hukum yang be lrfungsi se lbagai pe llindung 

untuk masyarakat di be lrbagai ke lpe lntingan, salah satunya dalam ancaman ke lmajuan 

telknologi yaitu pada ke ljahatan sibe lr atau cybe lrcrime l,7 se lpe lrti kasus-kasus pe lncurian data 

pribadi atau pe lmbobolan saldo rekening korban. Pada penelitian ini, je lnis ke ljahatan sibe lr 

yang akan dibahas adalah ke ljahatan phising. Phising me lrupakan suatu tindakan ke ljahatan 

be lrupa pe lnipuan dengan cara me lnipu korban dengan me lniru situs te lrpe lrcaya yang 

be lrtujuan untuk me lngumpulkan informasi pribadi korban.8 Akan te ltapi pada ke lnyataannya, 

me ltode l phising se lndiri be lrke lmbang me lnjadi be lrbagai macam se lhingga tidak telrdapat 

de lfinisi te ltap dari kata phising kare lna te lrhitung dari be lrbagai cara pe lngaplikasian phising 

dan konte lksnya.9 Kasus phising biasanya dilakukan dengan cara pe llaku me lnyamar se lbagai 

pihak bank atau institusi ke luangan dan me lngirimkan se lbuah e lmail ke lpada korban yang 

be lrisikan se lbuah link yang akan me lngarahkan calon korban untuk me lngisi data-data akun 

banknya.10 Namun, se lpe lrti yang telah dise lbutkan, dalam pe lrke lmbangannya cara ke lrja 

phising te lrus be lrke lmbang dengan be lrbagai cara untuk me lncapai tujuannya yaitu me lncuri 

data pribadi, se lpe lrti dimasukkannya be lbe lrapa kode l be lrbahaya tanpa se lpe lnge ltahuan 

pe lmilik kompute lr atau calon korban.11 

Definisi tersebut terbukti dengan adanya kasus terkait phising yang terjadi di 

Indonesia baru-baru ini yaitu kasus phising tidak lagi dalam be lntuk link me lntah, me llainkan 

link phising tersebut dimasukkan ke l dalam aplikasi be lrformatkan Android Package l Kit 

                                                     
4
 L E Reksten, Using Technology to Increase Student Learning (SAGE Publications, 2000), 

https://books.google.co.id/books?id=P2QNhie84ikC. 
5
 Miftakhur Rokhman and Habibi-Isnatul Liviani, “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan 

Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia” 23, no. 2 (2020). 
6
 Yougal Joshi and Anand Singh, “A Study on Cyber Crime and Security Scenario in INDIA,” International Journal 

of Engineering and Management Research, no. 3 (2013), www.ijemr.net. 
7
 Fairuz Rhamdhatul Muthia dan Ridwan Arifin, “KAJIAN HUKUM PIDANA PADA KASUS KEJAHATAN 

MAYANTARA(CYBERCRIME) DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DI INDONESIA” 5, no. 1 (2019), 

https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.18. 
8
 Vikran Fasyadhiyaksa Putra Y, “Modus Operandi Tindak Pidana Phising Menurut UU ITE,” Jurist-Diction 4, no. 6 

(November 5, 2021): 2525, https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31857. 
9
 Zainab Alkhalil et al., “Phishing Attacks: A Recent Comprehensive Study and a New Anatomy,” Frontiers in 

Computer Science (Frontiers Media S.A., March 9, 2021), https://doi.org/10.3389/fcomp.2021.563060. 
10

 R Lininger and R D Vines, Phishing: Cutting the Identity Theft Line (Wiley, 2008), 

https://books.google.co.id/books?id=dFK-trfdD1AC. 
11

 Lininger and Vines. 
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(se llanjutnya disingkat apk). APK me lrupakan format distribusi bine lr untuk suatu aplikasi 

dalam Android, dan dokume ln APK se lrupa dengan be lrkas yang telah dikompre ls se lpe lrti 

dokume ln be lrformatkan Java Archive l (JAR)/Zip.12 Dalam kasus ini, jika file be lrformatkan APK 

tersebut diklik, maka dapat me lnye lbabkan dicurinya data pribadi korban, se lpe lrti diambilnya 

uang dari rekening mbanking milik korban. Salah satu korban yang dibe lritakan ole lh me ldia 

adalah Ardi Maulana yang be lrasal dari Bakalanrajan, Malang. Saudara Ardi Maulana me lnjadi 

korban kasus phising ke ltika ia me llaporkan telah ke lhilangan uang me llalui m-bankingnya 

se ltelah me lngklik file yang dikirimkan ole lh oknum yang me lnyamar me lnjadi kurir jasa antar 

barang dengan alasan ingin me lngantarkan barang ke lpada korban. Se ltelah korban me lngklik 

aplikasi be lrformat apk, se ltelah itu korban me lndapatkan notifikasi me llalui aplikasi m-

bankingnya jika ia baru saja te lrdapat ke lgiatan transaksi uang dengan jumlah 

Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah), padahal ke lnyataannya ia tidak me llakukan transaksi 

apapun me llalui m-bankingnya. Korban telah me llaporkan hal tersebut ke lpada pihak bank, 

dan pihak Bank se lge lra me llakukan pe lnge lce lkkan te lrhadap laporan Korban, te ltapi se ltelah 

dilakukan prose ls tersebut, pihak Bank me lnyatakan jika me lre lka tidak me lmiliki tanggung 

jawab atas te lrjadinya ke lgiatan transaksi me llalui m-banking yang pada ke lnyatannya tidak 

dilakukan ole lh Korban tersebut.13 Dengan maraknya kasus phising pe lngiriman file apk, 

Dire lktorat Tindak Pidana Sibe lr Badan Re lse lrse l Kriminal Polisi Re lpublik Indonesia (Se llanjutnya 

disingkat dengan Dittipidsibe lr Bare lskrim Polri) telah me llakukan pe lnindakan te lrhadap para 

pe llaku yang be lrjumlah 58 orang, te lrhitung pada 30 De lse lmbe lr 2022 hingga 7 Januari 2023. 

Dike ltahui jika para pe llaku me lnggunakan nama-nama jasa antar barang yang cukup te lrnama 

se lpe lrti J&T Express, JNE Express, Ninja Express, dan lainnya ke ltika me llakukan pe lnipuan.  

Adanya kasus penipuan dan pembobolan rekening ini merupakan bentuk 

pelanggaran terhadap ketentuan pe lraturan-pe lraturan hukum yang be lrlaku di Indonesia, 

salah satunya yang te lrcantum dalam Pasal 30 Ayat (1), 32 Ayat (1), dan Pasal 35 Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 30 melne lgaskan jika setiap orang 

dilarang untuk me llakukan pe lngakse lsan kompute lr dan/atau siste lm elektronik orang lain 

yang dilakukan se lcara sengaja, tanpa hak, atau me llawan hukum yang be lrlaku dan dilakukan 

dengan cara apa pun. Dalam kasus penelitian ini, tidak te lrfokus hanya pada “kompute lr” saja, 

me llainkan perangkat-perangkat lain se lpe lrti handphone l.  Ke lmudian, Pasal 32 Ayat (1) juga 

me lngatur jika setiap orang tidak dipe lrbole lhkan me llakukan pe lngubahan, pe lnambahan, 

pe lngurangan, me llakukan pe lmindahan, pe lrusakan, pe lnghilangan, pe lmindahan, 

pe lnye lmbunyian suatu informasi elektronik atau dokume ln elektronik baik itu milik orang lain 

maupun milik publik. Dari ke lte lntuan ke ldua pasal tersebut, se lsuai dengan pe llaku phising 

yang telah me llawan hukum me lngakse ls perangkat korban me llalui file “apk” yang 

dikirimkannya dan pe llaku juga telah me lmindahkan ke lpe lmilikan milik korban be lrupa uang 

                                                     
12

 S K Rakshit, Ethical Hacker’s Penetration Testing Guide: Vulnerability Assessment and Attack Simulation on 

Web, Mobile, Network Services and Wireless Networks (English Edition) (New Delhi: BPB Publications, 2022).  
13

 Dewi, “Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?” 
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yang ada di dalam rekening korban ke l rekening miliknya. Yang me lnjadi dokume ln elektronik 

se lsuai dengan pasal adalah rekening koran milik korban. Rekening koran me lrupakan 

dokume ln se lpe lrti buku tabungan yang me lmuat tanggal dan sandi transaksi, mutase l de lbe lt, 

mutasi kre ldit, saldo, dan riwayat transaksi.14 Dari rekening koran tersebut dapat me lnjadi alat 

bukti dengan diprint-out rekening koran milik korban yang be lntuk aslinya be lrupa dokume ln 

elektronik, se lpe lrti pada pembuktian pada kasus Putusan Pe lngadilan Ne lge lri Makassar 

Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks yang me lnggunakan rekening koran se lbagai alat bukti.15 

Lalu, dije llaskan juga pada Pasal 35 UU ITE yang me lngatakan jika tidak dipe lrbole lhkannya 

pe lmalsuan atau pe lnciptaan pada suatu informasi elektronik atau dokume ln elektronik yang 

me lmiliki inte lnsi supaya informasi atau dokume ln elektronik yang telah dimanipulasi tersebut 

dianggap se lbagai data yang ote lntik. Hal yang dise lbutkan di dalam Pasal 35 UU ITE tersebut 

hampir me lme lnuhi aspe lk-aspe lk tindakan phising, me lskipun dalam pasal tersebut tidak 

se lcara je llas me lngatur te lrkait konse lp phising kare lna tindakan phising me lrupakan ke lgiatan 

yang dilakukan pe llaku untuk me lmancing dan me lnje lbak korban untuk me lmasukkan 

informasi pribadinya se lhingga pe llaku dapat me lngakse ls akun milik korban. Namun, 

be lbe lrapa ahli be lrpe lndapat jika Pasal 35 UU ITE tidak dapat masuk ke l dalam setiap kasus 

re lkayasa, se lhingga te lrgantung pada motif dan ke lrugian yang ditimbulkan. Untuk kasus 

phising me llalui file yang be lrformatkan file Apk, me lnurut saya Pasal 35 me lrupakan pasal 

yang se lsuai kare lna pe llaku phising tersebut me llakukan manipulasi pada data korban ke ltika 

korban telah me lngklik file Apk yang dikirimkan ole lh pe llaku.  

 Penelitian ini membawa kebaharuan yaitu berupa mengangkat penelitian terkait 

terdapat adanya urgensi bagi Indonesia untuk segera menambahkan atau membuat 

peraturan perundang-undangan baru yang dengan jelas mengatur kejahatan siber berupa 

phising dikarenakan kejahatan siber tersebut telah banyak terjadi di Indonesia saat ini 

dengan membahas terkait faktor yang menjadi penyebab maraknya terjadi phising di 

Indonesia. Namun, Indonesia saat ini belum memiliki pengaturan khusus terkait hal tersebut, 

sehingga terjadi ketidakpastian hukum dalam penerapan penjatuhan hukuman bagi para 

pelaku phising yang biasa disebut dengan phiser. Melihat permasalahan terkait phising yang 

merupakan masalah yang sangat penting karena Indonesia sendiri telah melmasuki elra 

“digital”, dengan itu pe lnulis telrtarik untuk melninjau lelbih selksama selhingga melnjadikan 

kasus phising mellalui aplikasi apk selbagai fokus pelrmasalahan penelitian yang belrjudul 

“Pelrlindungan Hukum telrhadap Korban Phising Telrkait Pelngiriman File Apk”. 

 

METODE PENELITIAN  

Dalam mengerjakan penelitian ini, Penulis menetapkan metode penelitian kualitatif 

berupa yuridis normatif sebagai me ltode yang diterapkan dalam penyusunan penelitian ini 

                                                     
14

 Hery, Akuntansi Keuangan Menengah, ed. Guns, 1st ed. (Jakarta: PT Grasindo, 2020). 
15

 Hilkia Dimas Krishnugraha, “Analisis Pembuktian Oleh Penuntut Umum Atas Putusan Tindak Pidana Perbankan 

Pencatatan Palsu,” Verstek 7, no. 2 (2021): 418–26, https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx. 
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yang dalam pelaksanaannya akan menelaah aturan-aturan serta mulai dari asas dan prinsip 

hukum, lalu juga doktrin dan te lori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk me lnye lle lsaikan 

fokus pe lrmasalahan hukum yang diteliti dalam penelitian dengan me lngaitkan ke lduanya.16 

Dalam pe lmbahasannya, je lnis penelitian yuridis normative l ini me lmfokuskan pada doktrin 

dan asas yang te lrdapat di dalam ilmu hukum (asas yang te lrcantum dalam Pasal 5 dan 6 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pelmbe lntukan Pe lraturan Pe lrundang-

undangan).17 Penelitian me lnggunakan penelitian hukum normative l me lrupakan tahapan 

me lngaplikasikan atau me lngkaitkan te lori hukum te lrhadap fokus pe lrmasalahan yang me lnjadi 

pe lmbahasan dalam penelitian ini. 

Penulis menerapkan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dalam 

penyusunan penelitian ini. Studi kepustakaan me lrupakan penelitian yang tidak me lndapatkan 

sumbe lr data dengan pe lrgi ke l lapangan atau saksi-mata, penelitian dengan studi 

kepustakaan me lnggunakan sumbe lr se lkunde lr yang te lrse ldia di pe lrpustakaan se lpe lrti dengan 

me lmbaca buku atau artike ll yang me lmiliki pe lmbahasan yang be lrkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan tanpa dibatasi ole lh ruang dan waktu.18 Studi kepustakaan dapat dilihat 

ke ltika dalam pe lnyusunan penelitian me llakukan me lncari lITEratur-lITEratur yang telrdapat 

kaitan atau hubungannya dengan fokus pe lmbahasan,19 se lpe lrti dalam penelitian ini adalah 

telrkait pe lrlindungan hukum korban phising file APK. 

 

PEMBAHASAN  

A. Pengaturan Hukum bagi Korban Phising di Indonesia 

Kasus phising melalui pengiriman file apk masuk ke dalam tindak kejahatan pidana, 

akan tetapi untuk pengaturan hukum pada kasus phising me lnggunakan UU ITE dikarenakan 

Indonesia memangku suatu asas yang be lrbunyi “le lx spe lcialis de lrogate l le lgi ge lne lrali”. Asas 

tersebut me lngandung makna jika te lrjadi suatu pe lristiwa yang be lrsifat spe lcial atau khusus, 

maka pe lraturan pe lrundang-undangan yang digunakan harus se lsuai dengan pe lristiwa 

tersebut agar le lbih e lfe lktif dalam pe llaksanaannya.20 Meskipun Indonesia menganut asas 

tersebut dan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE) sebagai peraturan yang secara khusus membahas terkait kejahatan-kejatan siber seperti 

                                                     
16

 S H Suyanto, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan (Gresik: Unigres 

Press, 2022). 
17

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 
18

 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). 
19

 Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris (Depok: Prenadamedia 

Group, 2018). 
20

 Bintara Sura Priambada, Ashinta Sekar Bidari, and Elisa Putri Oktaviani, “Law Enforcement against Cybercrime in 

Banking in the Form of Theft of Customer Data,” BIRCI - Journal 5, no. 2 (2022), 

https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5298. 
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phising, tetapi jika melihat ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UU ITE, tidak ada 

pasal-pasal yang memenuhi unsur-unsur phising dan hanya mendekati dari unsur phising itu 

sendiri dan menurut Penulis hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam 

penerapannya. Kasus phising masuk kel dalam katelgori keljahatan sibelr atau cybelrcrimel, 

selhingga dalam pelngaturan hukumnya melnggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 Tentang Pelrubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

Dan Transaksi Elektronik karelna Undang-Undang ini melmiliki sifat “khusus” yang dalam 

pelngimplelmelntasiannya digunakan untuk melngatur pelnggunaan telknologi di Indonesia. 

Melskipun UU ITE tidak melnjellaskan selcara jellas telrkait phising, telrdapat belbelrapa pasal 

yang dirasa dapat melnjadi payung hukum atas kasus phising, yaitu Pasal 30 Ayat (1), Pasal 

32, dan Pasal 35 UU ITE. Belrikut pelnjellasan dari pasal-pasal tersebut: 

 Pasal 30 Ayat (1) UU ITE  

Pasal 30 Ayat (1) UU ITE me lngatakan jika setiap orang dilarang untuk 

me llakukan pe lngakse lsan kompute lr dan/atau siste lm be lrbasis elektronik milik orang 

lain yang dilakukan se lcara sengaja, tanpa hak, atau me llawan hukum yang be lrlaku dan 

dilakukan dengan cara apa pun. Isi pasal tersebut dapat dikaitkan dengan kasus 

phising me llalui file apk. Unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah phiser yang dengan 

sengaja dan tanpa haknya me lngakse ls systelm elektronik korban dengan me lngirimkan 

file apk yang jika diklik maka akan se lge lra dapat telrakse ls syste lm jaringan te lle lpon 

ge lnggam korban, bahkan aplikasi m-banking milik korban. Pe lnjatuhan hukuman dari 

Pasal 30 Ayat (1) ada pada ke lte lntuan Pasal 46 yaitu dengan pelnjatuhan pidana 

pe lnjara paling lama 6 (e lnam) tahun dan/atau de lnda paling banyak Rp600.000.000,00 

(elnam ratus juta rupiah). 

 

 Pasal 32 Ayat (1) UU ITE 

Pasal 32 Ayat (1) UU ITE melngatur jika setiap orang tidak dipe lrbole lhkan 

me llakukan pe lngubahan, pe lnambahan, pe lngurangan, me llakukan pe lmindahan, 

pe lrusakan, pe lnghilangan, pe lmindahan, pe lnye lmbunyian suatu informasi atau 

dokume ln be lrbasiskan elektronik baik itu milik orang lain maupun milik publik. 

Ke ltelntuan pada pasal tersebut dapat dikaitkan dengan kasus phising me llalui file apk. 

Unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah phiser yang dengan sengaja dan tanpa 

haknya me lrusak syste lm ke lamanan perangkat te lle lpon milik korban dan me llakukan 

transmisi be lrupa uang di rekening m-banking korban ke l rekening miliknya. 

Pe lnjatuhan hukuman dari Pasal 32 Ayat (1) ada pada kelte lntuan Pasal 48 yaitu dengan 

pe lnjatuhan pidana pe lnjara paling lama 8 (de llapan) tahun dan/atau de lnda paling 

banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

 

 Pasal 35 UU ITE 

Pasal 35 UU ITE juga melngatur jika tidak dipe lrbole lhkannya me llakukan 
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manipulasi, pe lnciptaan suatu informasi elektronik atau dokume ln elektronik dengan 

tujuan agar informasi atau dokume ln elektronik tersebut dianggap se lbagai data asli 

atau ote lntik. Bunyi pasal tersebut dapat dikaitkan dengan kasus phising me llalui file 

apk. Unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah phiser yang dengan sengaja dan tanpa 

haknya me lmanipulasi file be lrformat apk dengan me lmbe lrikan nama untuk file tersebut 

se lakan-akan dokume ln pe lnting (foto pake lt yang akan dikirimkan, undangan 

pe lrnikahan, atau surat tilang elektronik). Pe lnjatuhan hukuman dari Pasal 35 ada pada 

ke lte lntuan Pasal 51 yaitu dengan pe lnjatuhan hukuman pidana pe lnjara yang akan 

dilakukan paling lama 12 (dua be llas) tahun dan/atau dike lnakan de lnda paling banyak 

Rp12.000.000.000,00 (dua be llas miliar rupiah). 

Belrdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Pelrubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

Dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disingkat dengan UU ITE) yang se lkiranya 

re lle lvan untuk kasus phising me llalui pe lngiriman file apk, pasal-pasal tersebut 

me lmbe lrikan hukuman dalam be lntuk hukuman pidana pokok dalam be lntuk baik itu 

pidana pe lnjara maupun pidana de lnda se lpe lrti apa yang te lrcantum dalam KUHP.21 

Namun ke lnyataannya, pasal-pasal tersebut masih be llum cukup me lme lnuhi unsur-unsur 

yang ada pada kasus phising. Contohnya se lpe lrti yang dapat dilihat dari isi Pasal 35 UU 

ITE. Isi Pasal 35 UU ITE tersebut melmiliki unsur-unsur yang paling me lme lnuhi konse lp 

phising itu se lndiri, te ltapi be lbe lrapa unsur phising tidak te lrdapat di dalam pasal 

tersebut se lhingga me lnye lbabkan Pasal 34 me lngalami ke lkaburan norma kare lna tidak 

me lmiliki konse lp yang je llas te lrkait phising itu se lndiri.22 Ke lmudian jika pelaku phising 

atau phiser dalam aksinya juga mengambil data pribadi milik korban contohnya se lpe lrti 

informasi te lrkait Ke lse lhatan korban, data-data biome ltric yang te lrdapat di dalam de lvice l 

milik korban, dan lainnya disamping phiser tersebut mengambil uang yang te lrdapat di 

dalam rekening m-banking korban, maka phiser tersebut dapat dike lnakan hukuman 

be lrdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelrlindungan Data 

Pribadi (se llanjutnya disingkat me lnjadi UU PDP). Namun, UU PDP hanya se lbatas 

me lmbe lrikan pe lngaturan te lrkait pe lncurian data pribadi saja se lpe lrti yang te lrcantum 

dalam Pasal 67 Ayat (1) UU PDP, dan hal tersebut kurang re lle lvan jika dike lnakan untuk 

kasus phising me llalui pe lngiriman file be lrformatkan apk.  

Dengan itu, Indonesia me lmiliki urgensi untuk me lnambah atau me lrubah pasal-

pasal yang sudah ada tersebut dengan me lmasukkan unsur-unsur yang me lme lnuhi 

konse lp phising atau me lmbe lntuk suatu pe lraturan pe lrundangkare l-undangan yang baru 

                                                     
21

 Leticia M Malunsenge, Cornelis Dj Massie, and Ronald E Rorie, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dan 

Korban Tindak Pidana Cyber Crime Berbentuk Phising Di Indonesia,” Lex Crimen 11, no. 3 (2022), https://doi.org/-. 
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 Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, and Kabib Nawawi, “Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan 

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” PAMPAS: Journal Of Criminal 1 (n.d.): 2020. 



 

JUSTISI | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG 250 

 

yang se lcara khusus me lmbahas te lrkait phising na kasus-kasus phising di Indonesia 

masih banyak te lrjadi. Se llain itu, dipe lrlukan juga sosialisasi yang dilakukan se lcara 

be lrkala dan me lrata te lrhadap se lluruh Masyarakat di Indonesia te lrkait ancaman sibe lr 

yang salah satunya adalah phising me llalui pe lngiriman file apk dan upaya 

pe lnanggulangan jika telah te lrlanjur me lngklik file tersebut. 

 

B. Urgensi Perlindungan Hukum bagi Korban Phising di Indonesia 

Pada dasarnya dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pe lsat akan 

menimbulkan pengaruh yang begitu besar terhadap aktivitas sehari-hari manusia. Tujuan 

utama adanya suatu kemajuan pada bidang teknologi dan industri adalah dapat 

dimanfaatkan oleh manusia, tetapi pada faktanya, telrdapat dampak-dampak negative yang 

telrjadi dengan adanya kemajuan teknologi. Dampak ne lgatifl yang ditimbulkan ole lh adanya 

ke lmajuan te lknologi terse lbut adalah adanya keljahatan yang me lmanfaatkan ke lmampuan 

inte lrne lt dan telknologi atau yang dike lnal dengan ke ljahatan sibe lr (cybe lrcrime l). Ke ljahatan 

sibe lr hadir akibat adanya pe lnggunaan te lknologi yang se lmakin me lningkat, te lrutama pada 

bidang dunia maya. Dari be lragamnya ke ljahatan sibe lr di awal tahun ini, be lntuk ke ljahatan 

sibe lr yang te lrjadi di Indonesia adalah ke ljahatan sibe lr be lrbe lntuk phising. Phising adalah 

tindak ke ljahatan yang dalam pe llaksanaannya melnggunakan re lkayasa sosial dan se lse lorang 

yang me lnjadi pe llaku ke ljahatan phising dise lbut dengan phiser.  Phising juga me lrupakan 

salah satu be lntuk upaya dari oknum yang tidak be lrtanggung jawab untuk dapat me lngakse ls 

dan me lndapatkan be lrbagai informasi pribadi yang te lrdapat di dalam de lvice l milik korban 

se lpe lrti syste lm ke lamanan be lrupa password, nomor-nomor pe lnting se lpe lrti yang ada di 

dalam kartu kre ldit milik korban, dan lain se lbagainya dengan be lrke ldokan se lbagai pihak asli 

dari e lntitas te lrtelntu yang telrpe lrcaya.23 Ke ltika me llakukan ke ljahatan phising ini, pe llaku 

me lngirimkan pe lsan me llalui aplikasi yang be lrisikan pe lsan atau situs we lb palsu yang telrlihat 

se lpe lrti dikirim ole lh pihak asli yang te lrpe lcaya untuk me lnipu korban yang tidak me lnaruh rasa 

curiga dan ke lhati-hatian ke ltika me llihat pe lsan tersebut. Pe llaku akan me lndapatkan akse ls jika 

korban telah be lrhasil te lrje lbak pada pe lsan yang me lre lka kirimkan. Te lrdapat be lbe lrapa faktor 

pe lmicu adanya ke ljahatan sibe lr, yaitu se lbagai be lrikut:24 

1. Kemajuan teknologi 

Pelaku kejahatan siber mendapatkan begitu banyak kesempatan dalam 

melakukan aksi kejahatannya dikarenakan adanya ke lmajuan te lknologi, dengan 

me lmanfaatkan eksiste lnsi dari perangkat-perangkat yang te lrhubung ke l inte lrne lt, se lrta 

                                                     
23

 Sastya Hendri Wibowo et al., Cyber Crime Di Era Digital, ed. Diana Purnama Sari, 1st ed. (Padang: PT Global 

Eksekutif Teknologi Anggota IKAPI, 2022). 
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 Naufal Mahira Dewantoro and Dian Alan Setiawan S.H., M.H., “Penegakan Hukum Kejahatan Siber Berbasis 

Phising Dalam Bentuk Application Package Kit (APK) Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik,” Bandung Conference Series: Law Studies 3, no. 2 (July 31, 2023): 892–900, 
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pe llaku me lmiliki be lgitu banyak cara untuk me lncuri data, me lrusak siste lm, atau lainnya 

dengan adanya pe lmanfaatan te lknologi informasi yang be lgitu banyak. 

2. Keuntungan finansial 

Terdapat dorongan finansial yang begitu besar bagi pelaku kejahatan siber 

dalam melakukan aksinya. Kegiatan se lpe lrti phising akan me lmbuahkan suatu 

ke luntungan finansial dengan jumlah yang be lsar bagi pe llaku.  

3. Anonimitas 

Terdapat satu alasan mengapa pelaku melakukan kejahatan siber yaitu 

dikarenakan adanya kemampuan dari pe llaku untuk me llakukan aksi ke ljahatannya 

se lcara anonim dengan me lnggunakan jaringan privat virtual atau yang biasa dike lnal 

dengan VPN, atau dengan cara lainnya untuk me lnye lmbunyikan je ljak me lre lka. 

4. Kurangnya keamanan sistem 

Masih kurang memadainya keamanan suatu sistem yang menyebabkan suatu 

kerentanan pada perangkat lunak atau pe lmbaruan pada siste lm se lhingga dapat 

me lnjadi ce llah bagi para pe llaku untuk me llakukan pe lrubahan dalam be lntuk 

“pe lngrusakkan” pada siste lm yang ia se lrang. 

5. Faktor dari manusia itu sendiri 

Pelaku kejahatan siber memanfaatkan rendahnya pengetahuan pengguna 

dalam memanfaatkan teknologi untuk dapat me llakukan aksi ke ljahatan sibe lrnya se lpe lrti 

phising. 

Adanya kasus phising yang dilakukan dengan be lrbagai cara se lpe lrti me llalui 

pe lngiriman file apk me lnunjukkan jika Indonesia me lngalami suatu ke lmajuan te lknologi yang 

diikuti dengan ke lse lnjangan sosial. Ke lmudian minimnya sosialisasi te lrkait pe lnggunaan 

inte lrne lt dan kelhati-hatian dalam me lnggunakannya juga me lnjadi contoh aspe lk utama 

timbulnya ke ljahatan sibe lr be lrupa phising.25 Se llain dikare lnakan ke lmajuan te lknologi, faktor 

utama pe lnyelbab te lrjadinya phising adalah pe lngguna inte lrne lt itu se lndiri yang tidak me lmiliki 

ke lsadaran dan pe lnge ltahuan te lrkait ancaman phising se lhingga pada kasus phising me llalui 

pe lngiriman file apk me llalui platform Whatsapp, korban tidak me lmiliki ke lcurigaan ke ltika 

me lmbaca pe lsan dan me lngklik file apk yang dikirimkan ole lh phiser.26 Phiser ke ltika 

me llakukan aksi ke ljahatannya dapat me lnyamar se lbagai pihak kurir jasa antar pake lt yang 

ingin me lngirimkan pake lt, se lse lorang yang me lnye lbarkan undangan pe lrnikahan, dan pihak 

ke lpolisian yang me lngirimkan surat tilang elektronik. Ole lh se lbab itu, se lse lorang yang me lnjadi 

korban phising yang tidak be lrhati-hati, tanpa sadar se lge lra me lngklik file yang dikirimkan 

ole lh phiser untuk me lmbaca atau me llihat file. Untuk itu dipelrlukan sosialisasi te lrkait 
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 Akbar Galih Hariyono and Frans Simangunsong, “Perlindungan Hukum Korban Pencurian Data Pribadi (Phishing 
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26
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ancaman-ancaman ke ljahatan sibe lr ke lpada Masyarakat se lcara be lrkala dan me lrata ke lpada 

se lluruh Masyarakat di Indonesia.  

Te lrdapat salah satu te lori kriminologi yang dapat dikaitkan dengan adanya kasus 

phising, yaitu te lori kontrol sosial. Salah satu je lnis te lori kriminologi tersebut me lrupakan suatu 

telori yang be lrfokus te lrhadap pe lnge lndalian pe lrilaku manusia dan te lori ini me lngangkat suatu 

pe lrmasalahan ke lpada suatu pe lmbahasan aksi ke ljahatan yang dihubungkan ke lpada setiap 

variable l yang me lngandung sifat sosiologis se lpe lrti struktur suatu pe lndidikan, suatu 

ke llompok, dan ke lluarga yang dominan.27 Dalam te lori kontrol sosial ini, te lrdapat be lbe lrapa 

e lle lme ln yang dapat dikaitkan dengan faktor telrjadinya ke ljahatan sibe lr, se lpe lrti adanya 

ke lte lrikatan (commitme lnt), ke lte lrlibatan (attachme lnt), kelyakinan (be llie lf), dan ke lte lrampilan 

(involve lme lnt), dengan pe lnje llasan se lbagai be lrikut:28 

1. Ke ltelrikatan (commitme lnt) 

Se lse lorang yang me lmiliki ke lte lrikatan pada sub siste lm yang umum se lpe lrti 

yang te lrdapat di dalam organisasi, pe lke lrjaan, se lkolah, dan lainnya yang me lmiliki 

output dalam be lntuk manfaat bagi banyak orang, se lpe lrti be lrupa be lnda, harta, 

re lputasi, masa de lpan, dan lain se lbagainya. Dengan adanya hasil dari ke lte lrikatan 

tersebut, se lse lorang akan te lrdorong untuk taat pada aturan yang be lrlaku.  

2. Ke ltelrlibatan (attachme lnt) 

Ke ltelrlibatan adalah cara dari manusia untuk me llibatkan dirinya se lndiri 

telrhadap orang lain, atau yang bias akita lihat dalam ke lgiatan be lrsosialisasi atau 

tolong me lnolong antar manusia. dalam pe llaksanaannya, manusia me llibatkan pikiran, 

pe lrasaan, dan ke lhe lndak orang lain, se lhingga dirinya me lnjadi le lbih pe lka. Hubungan 

antara pe lnyimpangan dengan “ke lte lrlibatan” yaitu seljauh apa se lse lorang tersebut 

dapat pe lka te lrhadap pikiran, pe lrasaan, dan ke lhe lndak orang lain. 

3. Ke lyakinan (be llie lf) 

Ke lyakinan dalam hal ini me lrupakan ke lyakinan atau se lse lorang te lrhadap nilai-

nilai moral yang be lrlaku di lingkungannya yang akan melnimbulkan ke ltaatan 

telrhadap suatu norma.  

4. Ke ltelrampilan (involve lme lnt) 

Jika se lse lorang aktif pada ke lgiatan-ke lgiatan positif di dalam suatu organisasi 

maka ke lcil ke lmungkinannya se lse lorang tersebut untuk me llakukan pe lnyimpangan 

atau de lviasi. 

Dari ke le lmpat e lle lme ln yang te lrdapat pada te lori kontrol sosial tersebut, jika 

ke le lmpatnya tidak te lrpe lnuhi pada diri se lse lorang, maka dapat me lnjadi faktor se lse lorang 

me llakukan tindak ke ljahatan sibe lr se lpe lrti dalam be lntuk phising kare lna se lse lorang tersebut 

tidak me lmiliki ke lpe lkaan te lrhadap pikiran, pe lrasaan, dan ke lhe lndak orang lain, tidak me lmiliki 

ke lyakinan te lrhadap nilai moral se lhingga dirinya tidak me lmiliki ke lpatuhan te lrhadap norma 
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yang be lrlaku, dan orang tersebut tidak me lmiliki ke lgiatan positif yang me lmbuat dirinya 

be lrpikir untuk me lndapatkan ke luntungan dari me llakukan suatu ke ljahatan yang me lrugikan 

banyak orang. 

Belrdasarkan uraian te lrkait faktor atau aspe lk pe lnye lbab te lrjadinya ke ljahatan phising di 

Indonesia, maka hal tersebut me lnandakan jika Indonesia pe lrlu me lmbe lrikan pe lrlindungan 

hukum yang te lgas untuk para korban dari kasus phising me llalui pe lngiriman file apk. Philipus 

M. Hadjon be lrpe lndapat jika pe lrlindungan hukum dipe lruntukkan untuk rakyat se lbagai 

be lntuk aksi nyata dari pe lme lrintah yang dapat me lnjadi upaya pre lve lntif dan re lpre lsif.29 

Dengan adanya pelrlindungan hukum yang be lrsifat pre lve lntif be lrtujuan untuk dapat 

me lnghindari timbulnya suatu pe lristiwa yang tidak diinginkan, se lpe lrti adanya se lrangan sibe lr 

yang dapat dilakukan me llalui be lrbagai cara. Lalu untuk upaya re lpre lsif me lrupakan langkah 

telgas pe lme lrintah untuk me lnye lle lsaikan dan me lmbe lrikan pe lrlindungan hukum ke lpada 

masyarakat yang me lnjadi korban pada kasus phising dengan ke lpastian hukum. Contoh 

upaya pre lve lntif dari pe lme lrintah Indonesia te lrhadap ancaman-ancaman sibe lr se lpe lrti kasus 

phising me llalui pe lngiriman file apk adalah pe lmbe lntukan pe lraturan pe lrundang-undangan 

yang be lrkaitan dengan te lknologi.  

Saat ini Indonesia me lmang telah me lnge lsahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pelrubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, yang ke lduanya dike lnal dengan UU ITE yang be lrpe lran se lbagai payung 

hukum yang me lngatur te lrkait ke lte lntuan-ke lte lntuan pe lmanfaatan telknologi di Indonesia. 

Ke lmudian jika phising me llalui pe lngiriman file apk tersebut juga me lncuri informasi pribadi 

korban, maka kasus tersebut juga dapat ditinjau me llalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2022 tentang Pe lrlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pelmbe lntukan pe lraturan pe lrundang-

undangan tersebut me lrupakan upaya pe lrlindungan hukum pre lve lntif dari pe lme lrintah 

Indonesia jika te lrjadi kasus-kasus cybe lrcrime l di Indonesia. Untuk upaya relpre lsif adalah 

pe llaksanaan dari undang-undang itu se lndiri te lrhadap kasus riil yang me llibatkan aspe lk 

telknologi, contohnya adalah ke ltika pihak ke lpolisian Dittipidsibe lr saat me llakukan pe lnyidikan 

telrhadap kasus phising dengan me lnge lnakan pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) UU ITE 

telrhadap phiser yang me llakukan aksi phisingnya tersebut kare lna me lnurut pihak ke lpolisian, 

tindakan phiser masuk ke l dalam tindakan pe lnipuan.  

Me lskipun be lgitu, me lnurut pe lnulis, untuk saat ini pe lrlindungan hukum baik pre lve lntif 

maupun re lpre lsif be llum be lrjalan se lcara e lfe lktif dikare lnakan be llum te lrdapat ke ltelntuan-

ke lte lntuan yang selcara khusus me lngatur telrkait phising itu se lndiri. Hal tersebut dikare lnakan 

pe lraturan pe lrundang-undangan se lpe lrti UU ITE dan UU PDP bellum dapat me lncakup se lluruh 
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pe lrmasalahan yang be lrkaitan dengan te lknologi yang ada kare lna pe lraturan pe lrundang-

undangan tersebut tidak se lcara te lgas me lncakup ke lte lntuan-ke ltelntuan te lrkait phising.30 

Untuk itu telrdapat urgensi pembentukan atau penambahan ke lte lntuan pelraturan 

telrkait phising pada pe lraturan perundang-undangan di Indonesia se lhingga te lrdapat 

ke lje llasan me lnge lnai apa itu phising dan pe lmutusan hukuman yang te lpat untuk para phiser. 

Dengan adanya kasus phising me llalui pe lngiriman file apk yang banyak te lrjadi saat ini, 

Indonesia me lmbutuhkan pe lraturan pe lrundang-undangan yang dapat me lnjadi payung 

pe lrlindungan hukum untuk kasus ke ljahatan sibe lr tersebut. Se lbagai tambahan pada tanggal 

5 Delse lmbe lr 2023, telah disahkan RUU ITE me lnjadi re lvisi UU ITE, te ltapi pasal-pasal yang 

be lrkaitan dengan kasus phising yang telah dise lbutkan se lbe llumnya, tidak me lngalami 

pe lrubahan di dalam re lvisi UU ITE tersebut. Ole lh kare lna itu masih dipe lrlukan pe lnambahan 

ke lte lntuan telrkait phising pada undang-undang yang telah ada atau pe lmbe lntukan pe lraturan 

pe lrundang-undangan yang baru untuk me lmbahas se lcara me lnye lluruh te lrkait phising. 

 

KESIMPULAN  

Undang-Undang ITE (Pasal 30 Ayat (1), Pasal 32, Pasal 35 dan Pasal 28 Ayat (1) UU 

ITE) masih be llum cukup me lme lnuhi unsur-unsur yang ada pada kasus phising se lhingga 

be llum te lrdapat ke lpastian hukum yang kuat pada kasus-kasus phising me llalui pe lngiriman file 

apk yang marak te lrjadi di Indonesia. Dari penelitian ini juga dapat ditarik kesimpulan jika 

Indonesia belum memiliki pengaturan hukum yang secara khusus mengatur terkait phising 

yang dalam pelaksanaannya dapat menjadi perlindungan hukum bagi korban phising melalui 

file apk dikarenakan pasal-pasal yang terdapat di dalam UU ITE saat ini belum ada yang 

memenuhi unsur phising, sehingga terdapat suatu urgensi bagi Indonesia untuk me lnambah 

ke lte lntuan telrkait phising di dalam UU ITE, atau me lnyusun pe lraturan pe lrundang-undangan 

se lbagai turunan dari UU ITE yang me lmbahas se lcara khusus te lrkait phising. 
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